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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADLU SATU PINTL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 13 /DPMPFISPAOS/MT/VIE-2020

TENTANG
PEMBERIAN LIIN OPERASIONAL
KEPADA SD GMIM BUNAG
DESA BUNAG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADU SATU PINTLU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang : a bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab  bersama  antarn  keluargs,
masyarakat dan pemenintah;

b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagmmana yang telah
ditetapkan pada 1jin operasional,

c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa
Tenggara bertanggungawab atas pembinaan secara teratur dan lerus- menerus
tentang peran dan tanggungjawab Sekolal/Badan penyelengpara,

d.  bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan ¢ di atas perlu menetapkan
pembernian ljin Operasional kepada SD GMIM BUNAG Desa Bunag
Kecamatan Touluaan Selatan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa

Tenggara di Provins: Sulawesi Utara,

6.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Pamjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Peraturan Pemertah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penggelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan,  sebagaima telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elektronik,

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau
Madrasah,

I1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi
Kementenan Negara serta Susunan Organisasi, Togas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
67 Tahun 2010,

12, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan
Masyarakat,

13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

14, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 mm
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